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EDI RUSDI
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ANDI HARUN

Pemerintah Kota Banjarmasin, selanjutnya
disebut PIHAK KETIGA.

Wali Kota Bontang, berkedudukan di Jalan
Moch. Roem, Nomor 1, Kelurahan Bontang
Lestari, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan
Timur, berdasarkan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:
131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Pebruari
2021 tentang Pengesahan Pengangkatan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun
2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi
Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama = Pemerintah
Kota Bontang, untuk selanjutnya disebut
PIHAK KEEMPAT.

: Wali Kota Palangka Raya, berkedudukan di

Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98,
Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan
Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah, berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 131.62-5869
tanggal S5  September 2018 tentang
Pengangkatan Walikota Palangka Raya
Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut
PIHAK KELIMA.

Wali Kota Pontianak, berkedudukan di Jalan
Rahadi Oesman, Nomor 3, Kota Pontianak,
Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kota Pontianak, selanjutnya  disebut
PIHAK KEENAM.

Wali Kota Samarinda, berkedudukan dan
berkantor di Jalan Kesuma Bangsa, Nomor 82,
Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota,
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri



Republik Indonesia dengan Surat Keputusan
Nomor 131.64-373 tanggal 24 bulan
Februari tahun 2021 tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah
Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota
Pada Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal
ini bertindak wuntuk dan atas nama
Pemerintah Kota Samarinda, selanjutnya
disebut PIHAK KETUJUH.

VIII. TJHAI CHUI MIE : Wali Kota Singkawang, berkedudukan di Jalan
Firdaus Nomor 1, Kelurahan Pasiran,
Kecamatan Singkawang Barat, Kota
Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat,
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 131.61-3283 Tahun 2017 tanggal
8 Juni 2012 tentang Pengangkatan Wali Kota
Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kota Singkawang, selanjutnya
disebut PIHAK KEDELAPAN.

IX. KHAIRUL : Wali Kota Tarakan, berkedudukan di Jalan
Pulau Kalimantan Nomor 1, Kelurahan
Kampung I/Skip, Kecamatan Tarakan Tengah,
Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara,
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor: 131.64-8797 Tahun 2018,
tanggal 27 Desember 2018 tentang
Pengesahan Pengangkatan Wali Kota Tarakan
Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kota Tarakan, selanjutnya disebut
PIHAK KESEMBILAN.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT,
PIHAK KELIMA, PTHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN
dan PIHAK KESEMBILAN selanjutnya secara bersama-sama dalam
Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri
disebut PIHAK.



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1.

bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan
pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap,
berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai
potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363
ayat (1) Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama antar daerah yang
didasarkan pada pertimbangan efisien dan efektivitas pelayanan publik
serta saling menguntungkan;

bahwa PARA PIHAK sebagai unsur penyelenggara pemerintah di Daerah
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mengedepankan kolaborasi,
berbagi pengalaman keberhasilan dan keunggulan satu Daerah dengan
Daerah lainnya dengan tujuan untuk kemajuan bersama, percepatan
dan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan
masyarakat; dan

bahwa atas dasar pemikiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2
di atas, PARA PIHAK berdasarkan itikad baik, semangat kemitraan dan
kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling
menguntungkan dan memandang penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah akan lebih efektif dan efisien jika hal
tersebut dilaksanakan dengan bekerja sama, sepakat untuk menjalin
kerja sama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara
Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja
Palangka Raya;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Tarakan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru;
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten
Kutai Timur dan Kota Bontang;



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Singkawang;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah
dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat
untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama
Pembangunan Antar Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai langkah
awal dalam rangka Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan
memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-
masing PIHAK dalam rangka sinergi kebersamaan, kemitraan,
berbagi tanggung jawab dan keberlangsungan yang didasarkan
pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta
saling menguntungkan guna pengembangan Pembangunan Daerah
PARA PIHAK.

(2) Tujuan diadakan Kesepakatan Bersama ini adalah:

a. mengembangkan dan memperkuat jaringan Kerja Sama antara
Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat serta pelaku usaha, dan
pelaku industri lainnya;



b. mendorong terciptanya sinergi antar daerah terutama dalam rangka
penanganan dan pengelolaan laju inflasi; dan

c. untuk mempercepat pembangunan daerah, peningkatan
perekonomian daerah, penyediaan pelayanan umum dan
kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang
dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a.
b.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan
Dasar;

Urusan Pemerintahan Pilihan; dan

Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Perencanaan
dan Keuangan, Pengadaan, Kepegawaian, Manajemen Keuangan serta
Transparansi Publik)

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang
Pemerintahan Daerah.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a.

(1)

(2)

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan baik Urusan Pemerintahan Wajib,
Urusan Pemerintahan Pilihan dan Urusan/Fungsi Penunjang antara
PARA PIHAK yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan/atau menjadi
kewenangan Daerah;

penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama; dan
bidang kerja sama lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut
dikemudian hari dalam Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis antara
PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Kesepakatan Bersama ini.

Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur
lebih lanjut tentang hak dan kewajiban PARA PIHAK, Pembiayaan dan
hal-hal lain yang dipandang perlu.



(3) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diwakilkan kepada Pejabat yang ditunjuk berdasarkan
surat kuasa khusus dari PARA PIHAK.

(4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi dan
kewenangan masing-masing

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan
PARA PIHAK dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu
terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk
menentukan langkah lebih lanjut.

(3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai
kurang berhasil dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut
dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan
Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri dan PARA PIHAK tidak akan
saling menuntut.

(4) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap
Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang
atau mengakhiri harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK
lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini
berakhir atau akan diakhiri.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat
disampaikan dalam bentuk surat tertulis yang ditujukan kepada kontak
sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU
Pemerintah Kota Balikpapan
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Kelurahan
Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota,
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
(Bagian Kerja Sama dan Perkotaan)



PIHAK KEDUA

Pemerintah Kota Banjarbaru

Alamat : Jalan Panglima Batur Nomor 1, Banjarbaru, Provinsi
Kalimantan Selatan

(Bagian Pemerintahan)

PIHAK KETIGA

Pemerintah Kota Banjarmasin

Alamat : Jalan Raden Eddy Martadinata, Nomor 1, Kelurahan
Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah,
Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
(Bagian Pemerintahan)

PIHAK KEEMPAT

Pemerintah Kota Bontang

Alamat : Jalan Moch. Roem Nomor 1 Kelurahan Bontang
Lestari, Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur
(Bagian Pemerintahan)

PIHAK KELIMA

Pemerintah Kota Palangka Raya

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98, Kelurahan Bukit
Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah
(Bagian Pemerintahan)

PIHAK KEENAM

Pemerintah Kota Pontianak

Alamat : Jalan Jl. Rahadi Oesman, Nomor 3, Kota Pontianak,

Provinsi Kalimantan Barat
(Bagian Pemerintahan)

PIHAK KETUJUH

Pemerintah Kota Samarinda

Alamat : di Jalan Kesuma Bangsa, Nomor 82, Kelurahan Bugis,
Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi
Kalimantan Timur, 75121
(Bagian Kerja Sama)

Telepon : (0541) 741798

Email : kerjasama@samarindakota.go.id



(2)

(2)

h. PIHAK KEDELAPAN
Pemerintah Kota Singkawang
Alamat : Jalan Firdaus, Nomor 1, Kelurahan Pasiran, Kecamatan
Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi
Kalimantan Barat (Bagian Pemerintahan)

Telepon : (0562) 6300719
Faksimile : (0562) 6300719
Email :  setda@singkawangkota.go.id

i. PIHAK KESEMBILAN

Pemerintah Kota Tarakan

Alamat : Jalan Pulau Kalimantan Nomor 1 Kelurahan Kampung
I/Skip Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan,
Provinsi Kalimantan Utara. (Bagian Pemerintahan)

Telepon : (0551) 21620-21622-21623
Faksimile : (0551) 21622
Email : setda@tarakankota.go.id

Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi melalui kontak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh PARA PIHAK setelah
dikonfirmasi secara tertulis maupun elektronik oleh satu PIHAK kepada
PIHAK lainnya.

Setiap pemberitahuan perubahan kontak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan
Bersama ini harus diberikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan
berlaku efektif.

Pasal 7
LAIN-LAIN

Apabila setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini terdapat
suatu ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Kesepakatan
Bersama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan
lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku serta mengikat
PARA PIHAK.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan
diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui penambahan
dan/atau perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.



Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di
Banjarbaru pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 9 (sembilan)
bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

\\gg;‘ili%s?m KAMTONO

PIHAK KESEMBILAN,



